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1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Urrdarrg-UrrdarrgNomor 10 Tahtrn 2.022 terrtang Provirrsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6781);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjaftgan' Hari Raya Dan Gaj'i ~etiga Belas
Kepada Aparatur Negara , Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan
Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PETUNJUKTEKNISPEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA
DANGAJI KETIGABELASYANGBERSUMBERDARIANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUN2022

TENTANG

NOMOR 11 TAHHN 2022

PERATURANGUBERNURKALIMANTANTIMUR

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

:PERATURANGUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYADAN GAJI KETIGA
BELASYANGBERSUMBERDARIANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN2{}22

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Nega.ra, Pensiunan., Penerima Pensiun
Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6787);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi PNS dalamjabatan:
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada PNS, CPNS,
PPPK, Gubemur dan Wakil Gubemur, Anggota DPRD, Pimpinan BLUD
dan pegawai non pegawai ASN yang bertugas pad a instansi daerah yang
merupakan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal2

Bagian Kesatu
Umum

BAB II
PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit teknis dinas /badan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Hari Raya adalah han raya Idul Fitri.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

6. Pegawai Negeri Sipil yang seJ:anjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang seJ:anjutnya disingkat CPNS adalah
Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti
kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
gaji 100%.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

3. Wakil Gubemur adalah adalah Wakil Gubemur Kalimantan Timur.

4. Daerah adaJ:ah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Timur.
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(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat {I}, terdiri atas :
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras dalam bentuk uang;

Pasal3

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

{5) Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Bela'S tidak termasuk :
a. insentif kinerja dan insentif kerja;
b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan

kehormatan;
c. tambahan penghasilanbagiguru PNS;
d. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah;
dan

e. tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan.

(4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan kepada PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dalam hal :
a. sedang Cuti di luar tanggungan Daerah atau sebutan lain; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi Daerah yang gajinya dibayar oleh

instansi penugasan.

(3) Pimpinan BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. DewanPengawas;dan
b. Pej-abatPengelola,
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
d. fungsional utama;
e. fungsional ahli madya;
f. fungsional ahli muda;
g. fungsional ahli pertama;
h. fungsional penyelia;

1. fungsional mahir;
j. fungsional terampil;
k. fungsional pemula; dan
1. pelaksana.
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(1) Gaji KetigaBelas bagi PNSdan PPPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1),terdiri atas :
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras dalam bentuk uang;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya

darr/atau pangkat golonganyruangnya; dan
e. tambahan penghasilan sebesar 50% (limapuluh persen).

Pasal4

Bagian Ketiga
Pembayaran Gaji KetigaBelas

(5) Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan BLUDdan Pegawainon-pegawai ASN
yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebesar
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS
pada BLUDtersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebesar akumulasi dari uang
representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan
Anggota DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD.

(3) Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal2 ayat (1)terdiri atas :
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Tunjangan Hari Raya bagi CPNSterdiri atas :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras dalam bentuk uang;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya

darr/atau pangkat golongarr/ruangnya; dan
e. tambahan penghasilan sebesar 500/0 (limapuluh persen).

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya
darr/atau pangkat golongan/ruangnya; dan

e. tambahan penghasilan sebesar 50%) (lima puluh persen).
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(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari
Rayayakni pada bulan AprilTahun 2022.

Pasal5

Bagian Kesatu
Pembayaran Tunjangan Hari Raya

BABIII
PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

(5) Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan BLUDdan Pegawai non-pegawai ASN
yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebesar
Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas yang diberikan kepada PNS
pada BLUDtersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebesar akumulasi dari uang
representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan
Anggota DPRDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD.

(3) Gaji Ketiga Belas bagi Gubemur dan Wakil Gubemur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(2) Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras dalam bentuk uang;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya

danjatau pangkat golonganjruangnya; dan
e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen).
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(1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas
yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belasyang nilainya palingbesar.

Pasa19

Mekanismepembayaran Tunjangan Hari Rayadan GajiKetigabelas dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenaipedoman pengelolaankeuangan daerah.

Pasal8

(2) Tunjangan Hari Rayadan GajiKetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditanggungpemerintah.

(1) Tunjangan Hari Rayadan GajiKetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni
Tahun 2022.

(2) Dalam hal Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum
dapat dibayarkan, GajiKetigaBelas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dibayarkan palingcepat pada bulan Juli.

Pasal6

BagianKedua
PembayaranGajiKetigaBelas

(4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April
Tahun 2022.

(3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal HariRaya.
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Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

BABV
KETENTUANPENUTUP

(3) Apabila belum tersedia/tidak cukup tersedia anggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dapat
menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja Gaji dan
Tunjangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang
kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan
kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
apabila tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dikecualikan bagi PimpinanBLUDdan PegawaiNon-Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang menerapkan pola pengelolaan BLUD
menggunakan anggaran BLUD.

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan
Gaji KetigaBelas sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada
AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.

Pasall0

BABIV
PENDANAAN

(2) Dalamhal ketentuan pada ayat (1)dimaksud menerima lebih dari 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kelebihan pembayaran
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan
wajib mengembalikan ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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ROZANIERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM

KEPALABIRO HUKUM,

BERITADAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN2022 NOMOR 11.

SRI WAHYUNI

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

ISRANNOOR

ttd

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.
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